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A. Kepemimpinan Demokratis

1. Pengertian Kepemimpinan Demokratis
Istilah kepemimpinan mempunyai banyak bahasan. Untuk

mendapatkan arti dan gambaran yang sederhana, tentang kepemimpinan

Gt

9rang dapa ter dalam  bentuk

sendiri, perlu dihu

antaranya px
Prose %pe |

beberapa aspek kehidupan di

yarakat dan berkelompok.

antara hal tersebut

untuk melakukan

nan Qn tsjuan sesuai
but ‘dengan proses
: proses

la kegiatan

ya suatu tujuan.

en menerapkan,
terlibat dalam

tujuan.!

thormati an gani, sehingga tercipta
@‘.&k’ saling mengisi dan saling
menunjang. Perintah dan intruksi diterima sebagai ajakan untuk
berbuat sesuatu, demi kepentingan bersama atau kelompok yang selalu
dapat ditinjau kembali bilamana tidak efektif. Inisiatif dan kreativitas
anggota dalam melaksanakan intruksi selalu didorong agar terwujud
suatu kerja yang efektif dalam mencapai tujuan. Karena itu, keberhasilan
kepemimpinan sebenarnya sangat banyak ditentukan oleh faktor-faktor

kondisi atau situasi, meliputi: karakteristik personal atau individu yang

11 Burhan Bungin, Metodologi PenelitianKualitatif,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 82
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dipimpin, pekerjaan, lingkungan kerja, kebudayaan setempat,
kepribadian kelompok, dan waktu yang dimiliki oleh Madrasah.
Kepemimpinan yang sukses adalah suatu proses kepemimpinan
yang bisa memenuhi kebutuhan masing-masing situasi, kondisi dan dapat
memilih atau menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan
tuntutan situasi. Sebagai pemimpin kepala madrasah selalu berhadapan

dengan faktor manusia yaitu guru karyawan, siswa dan orangtua, yang

merupakan u
Oleh kar ala madrasah ha S

kel %I se
dapat entukan kadar

A_a(ilak i yaitt»““direktif dan
wawi.berpendapat

aktif, gl'namis dan
nt@pentingan

anya karena
Q(an tercapai.
A m  Machali,**
kepe S pa@ a dan memberikan
bmbm% epa nya. Sementara dalam
pandangan Baharuﬁf’e R@wﬁ gaya kepemimpinan demokratis

adalah gaya di mana seorang pemimpin berusaha membawa mereka

ungan madrasah stackholder.

memahami kelompok-

ang nyai ciri-ciri husus

yang dipimpin menuju ke tujuan dan cita-cita dengan memberlakukan

mereka sebagai sejajar. Abdul Aziz!®* pemimpin yang bertipe

12 gygiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), 63
13 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 23.
14 Emzir, Analisi Data Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 17.
15 Bungin, Metodologi, 129.
16 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 141
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demokratis menafsirkan kepemimpinannya bukan sebagai dictator,
melainkan sebagai pemimpin di tengah-tengah anggota kelompoknya.

Dari beberapa pendapat di atas, penulis cenderung pada
pendapat Sudarwan Danim bahwa kepemimpinan demokratis adalah
kepemimpinan yang dilandasi oleh anggapan, bahwa hanya karena
interaksi kelompok yang dinamis, tujuan organisasi akan tercapai seacara
maksimal.

Kemam esSranN u

b|mbing, dan men rang lain agar mereka

mengara
%kan sesuat ngg ]
A aer
: 3 yang lain
ngan n (%@lmengertl
\W &hkan f sekolah

mencapal tUJuan

Cgvrlstlk sebagai

orga b bersama personalia
organlsgx} Re "EE 9{/&
b. Bawahan, diangga Q omponen pelaksana oleh pimpinan,

secara integral diberi tugas dan tanggung jawab.

mengajak memengaruhi,

ab, nampak dalam

anusia dengan

tan

c. Disipilin, tetapi tidak kaku dan memecahkan masalah secara
bersama.

d. Kepercayaan tinggi terhadap bawahan dengan tidak melepaskan
tanggung jawab pengawasan.

e. Komunikasi dengan bawahan bersifat abstrak dan dua arah.
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Fungsi kependidikan menunjukkan kepada berbagai aktifitas atau
tindakan yang dilaksanakan oleh seorang Kepala Madrasah dalam upaya
menggerakkan guru-guru, karyawan, siswa dan anggota masyarakat agar
mau bertanggung jawab guna melaksanakan program-program
pendidikan di madrasah/sekolah.

Kemampuan seorang pemimpin di dalam memengaruhi orang
lain harus didukung oleh kelebihan-kelebihan yang dimiliki seorang

/(jnﬁ mN
dari orang-ora

pemimpin, bai |fat keprlbadlan maupun yang

mendap pmnya Peningkatan

an organisasi. Suatu
=. ' lﬁm k dan individu
nisasi olah. Kepala
agal tu organik,
di%pg sebagai
mimpinan kepala

ma*ah sebagai
ﬁtu rganik,.sehingga emimpin dibanding

,s?g in,}’ sebagai

a y orc@ emaksa.
b. Leblh r G dZPR |?a[g@ alam menjalankan tugas
r pada kekuasaan atau surat

c. Senantiasa mengarahkan bagaimana cara melakukan tindakan dari

kewajiban di

keputusan.

pada menunjukkan bahwa lebih tahu sesuatu.
d. Senantiasa mengembangkan suasana yang antusias, bukannya
mengembangkan suasana yang menjemukan.
Dengan kondisi fisik dan mental di atas, seorang kepala madrasah
diharapkan mampu mengemban amanat organisasi yang dipimpinnya

17 Arikunto, Prosedur, 197.
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sehingga tujuan organisasi terpenuhi dengan meningkatnya kualitas dan

kuantitas secara efektif dan efisien. Dalam buku edaran Manajemen

Madrasah Aliyah yang diterbitkan oleh. Departemen Agama®

menyebutkan seorang kepala madrasah harus mempunyai prasyarat

kemampuan kepemimpinan yang meliputi:

a.
b.

Karakter dan moral yang sesuai ajaran agama
Semangat dan kemampuan intlektual

Kematanggiazxngsua' rtas?
Ke %n an kemampuan sos Q
ua

akan j
. 1 SEll ng osi, kepala
ifagapkan T e organisasi yang
M&i tuj% i te@asi sesuai
n. apun | ari  praktik
&I‘ di em *emimpinan

n aik dan berani
e ur@ jukan madrasah

Mamp ng isikan  Kinerj @ stem pengorganisasian
madrasah secaﬁak O@)

Mampu mambangun kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat

dan pihak lain yang berhubungan (stackholder) madrasah.

Mampu menjalankan kepemimpinan secara delegatif, dan
komunikatif.

Mampu mengkondisikan efktifitas program, sistem dan kegiatan
madrasah, terutama yang terkait dengan pendanaan dan sarana

18 Departemen Agama, Prosedur, 197.
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prasarana. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang pandai
“mencari sumber” bukan “menerima sumber”.
Kepala madrasah yang layak dikatakan sukses mengelola
madrasah, minimal apabila mempunyai kecakapan dalam lima hal
meliputi:*°

a. Cakap memenuhi kebutuhan manajemen madrasah.

b. Cakap menciptakan suatu iklim organisasi yang positif.

c. Cakap me EA 'kN gyaklnan dirinya maupun diri

oran a

lakukan peru

me

L@ngkatan madrasah

s dapat bahwa

najer yang

rwibawa, berjiwa

p wajar, disiplin,

hai
ons& ij

ahuan yang luas,

an@mkratis

yaitu™ kepemimpinan

di erkembangannya

muncul ya tipe partisipatif,

instruktif,

ult

Ada lagi kepemimpinan
situasional yang mé& an beberapa tipe kepemimpinan.
Kepemimpinan ini diterapkan dalam situasi dan kondisi yang berbeda-
beda. Untuk organisasi sekolah, seperti telah diungkapkan kepemimpinan
demokratis paling ideal relevan dengan apa yang digambarkan Nanang
Fatah?®® dalam bentuk kuadran, bahwa kepemimpinan demokratis
berorientasi pada tugas atau concern for production dan orang atau

concern for people yang tinggi.

19 Sutrisno Hadi, Methodology Research I, (Yogyakarta: Penerbit UGM, 1989), 136
20 sydarto, Metode Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 71.
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Agar dalam penerapannya berhasil, kepemimpinan itu berprinsip
pada hal-hal berikut:
1. Konstruktif, pemimpin mampu mendorong dan membina setiap staf
untuk berkembang secara optimal.
2. Kreatif, pemimpin harus selalu mencari gagasan atau cara baru
dalam melaksanakan tugasnya.

3. Kooperatif, pemimpin mengutamakan kerja sama dengan staf dan
aINe ksanakan setiap kegiatan.

pihak Iain{iﬁa@
4. Delegatif, p pin berupaya n@g&%kan tugas kepada staf

an sert puannya.

enginteg asg: mua kegiatan

ai tuj adrasah.
a:?ﬂ idik kita, Ki

arus‘_rﬂenjalankan

C

*

ah —faktor yang

an menyebutkan 6

faktor, @ (1) ) ;@ n masa dahulu dan
harapan pea%ﬁm, harapan ama/ tasan, (3) karakteristik
harapan dan tingkﬁR@% ahan, (4) kebutuhan tugas, (5)
iklim-iklim dan kebijakan organisasi dan (6) harapan dan perilaku
rekanan.

Kepemimpinan demokratis tidak akan bertindak sebagai diktator,
tetapi akan bekerja sama dengan bawahan, selalu menyelaraskan tujuan
organisasi dengan tujuan pribadi bawahan. Akan memberikan kebebasan
dan bimbingan kepada bawahan, mendorong bawahan untuk
mengembangkan diri serta menerima kritik, saran dan usulan pendapat
dari bawahan. Pemimpin demokratis menaruh kepercayaan kepada
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bawahan dengan mendelegasikan sebagian kekuasaan dan tanggung
jawabnya, membentuk rasa kekeluargaan dan persatuan.

Dalam pendekatannya kepemimpinan ini dapat menggunakan teori
yang dikembangkan Hersey,?! yaitu pendekatan kontingensi. Suatu
pendekatan yang menitik beratkan pada pentingnya faktor-faktor
kontekstual seperti sifat pekerjaan yang dilaksanakan oleh unit
pemimpin, sifat Iingkungan eksternal dan karakteristik para pengikut.

Pendekatan i @ngN bct\ya
suaian antara p

tergantu

keefektifan kepemimpinan
a;(\sikap, kekuasaan dan
konti si akan berusaha

arg:h

organisasi itu

en@an. Mutu
k”, dalam bahasa

ggar Bahasa
uatt@da taraf atau

alah “Kualitas

n demikian mutu

melebihi dari yang

Pendidikan menurut Imam AI Ghazali adalah “Sebuah wasilah
untuk mencapai kemuliaan dan menyerahkan jiwa raga untuk mendekat
diri kepada Tuhan. Berdasarkan Undang Undang Sisdiknas No. 1l Tahun
2003 pendidikan adalah. Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar yang nyaman dalam proses kegiatan pembelajaran agar

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya yang ada pada

21 saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), 40.
22 Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi, (Bandung: Sinar Baru
Algesindo, 2000), 84-85.
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diri masing-masing untuk mempunyai kekuatan spiritual keagamaan,
keterampilan, pengendalian diri, kecerdasan, keperibadian, akhlak mulia,
serta yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
“Berdasarkan tinjauan mutu pendidikan dari segi proses dan hasil mutu
pendidikan dapat dideteksi dari ciri-ciri sebagai berikut: kompetensi,
fleksibelitas, relevansi, efisiensi, berdaya hasil, kredibilitas™.?®
Berdasarkan beberapa pendapat dapat disimpulkan mutu
pendidikan agtz fqa%s N Q(Jran baik dan buruk, proses
penguba N'(a n tingkah laku p o@at kelompok orang dalam
upa %ew enge&/&han Allah, melalui
tu dalam. konteks bidang
o
be es. Proses
nc@n suasana
n I@enangkan
*

ar @n pendidikan
dany. rbedaan sudut
ain; .“Pertama, sebagian

tcome. Input

[ d
Ak efesim

Téj?}at
pa d@\ant :
orang,

tolak ukur terbaik, kedua,

kenyamana&l%@tg
pihak lain berpendapa asil belajar atau hasil nilai akademik

yang menunjukan sekolah tersebut sekolah yang baik karena menurut

pada“=umumnya para mengatakan bahwa

pendapat ini dari buahnya Anda mengenali mereka, ketiga sebagian
orang mengemukakan bahwa ada beberapa ciri atau tolak ukur yang akan
memperlihatkan mutu suatu sekolah (Tim Redaksi Sinar Grafika, 2007:
213).

23 Noeng Muhadjir, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Yogyakareta: Rake Sarasin, 1989), 69.
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Sedangkan menurut Hari?* pendidikan bermutu adalah
Pendidikan yang mampu menghasilkan output atau Ilulusan yang
mempunyai kompotensi yang baik, baik kompetensi akademik maupun
kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi sosial dan
personal, serta nilai-nilai budi luhur, yang keseluruhannya merupakan
kecakapan hidup (life skill), pendidikan yang mampu dan bisa
menghasilkan manusia seutuhnya (manusia paripurna) atau manusia

a%I‘\ggram Ejled personality) mereka yang
/g( n ilmu, iman ,@
ko@(&nsnc tentang mutu

didikan sesuai

bersifat priba

mampu

deng n pedoman.

@‘7‘(0 Se
?\ 0 SiS

ax&}ahp uru semu 5@/
4) 76 % R g belajaran berbasis teknologi

(modern).

c. Komponen standar kompetensi lulusan, sasaran mutu:
1) Nilai rata-rata Hasil Ujian Nasional dan Uji Kompetensi
keahlian.
2) Siswa bisa memperoleh berbagai macam keterampilan yang
sesuai.
3) KKM kelas X dan kelas XI.

24 sydjana dan Kusumah, Proposal , 89
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d. Komponen standar pendidik dan kependidikan, sasaran mutu:
1) Meningkatkan kualifikasi PTK.
2) Meningkatkan kompetensi (pelatihan) PTK.
e. Komponen standar sarana-prasarana, sasaran mutu:
1) Semua bahan ajar yang diperlukan siswa tersedia.
2) Menambah sarana dan prasarana dan memperbarui.
f. Komponen standar pengelolaan, sasaran mutu:

1) Semua /gf&ghbwat?&k;rja tim  pengembangan

%te/softcopy
yﬂ belajar.

i :

waktu.

Z e - embiyaan.

pe merupakan sesuatu

v

ang beragam. Badan/lembaga

yang wajar at dari sudut pandang

Pﬁ@ﬁm

pelaksana yang terlibat dan terkait dalam kegiatan penjaminan mutu,

dan kemampuan

baik mulai tingkat, dasar, menengah sampai pergururan tinggi adalah
Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP,
adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan,
memantau pelaksanaan kegiatan, dan mengevaluasi standar nasional
pendidikan. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal disebut
BAN-PNF, adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan
program dan satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan
19



mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Penilaian dilaksanakan

melalui akreditasi dengan berpedoman pada peringkat nilai. Madrasah

memperoleh peringkat akreditasi sebagai berikut:%

a. Peringkat akreditasi A (Sangat Baik) jika madrasah mendapatkan
Nilai Akhir Akreditasi (NA) sebesar 86 sampai dengan 100 (86 <
NA < 100).

b. Peringkat akreditasi B (Baik) jika madrasah mendapatkan Nilai

Akhir Akre a;Aeb%r 7 @engan 85 (71 < NA < 85).
c. Peri tasi C (Cukup I@k adrasah mendapatkan
ampai g:é?«m (56 < NA < 70).

7
76%drasah dapat

stast” madrasa ma tasi peserta

alal‘l'l'"("l) prestasi

ademik vaitu ni ilai rafy il&i-keluld hi ard yang
i ni waan, kesopanan,

*unyal jiwa
gd dkan dalam
mu yang diterimanya di
idikan, harus merujuk
kedelap%r na ikan_y ncakup standard isi,
proses, kompetensi P .&d‘idlkan pembiayaan, sarana-

prasarana, pengelolaaRan penilaian pendidikan (PPRI, nomor 19
tahun 2005). Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan

sesuai dengan standar nasional pendidikan tersebut, dilakukan evaluasi
akreditasi dan sertifikasi oleh pihak yang berwenang dan kompeten.
Dalam konteks pendidikan di Indonesia, pemerintah memberikan
rambu-rambu, bagaimana cara menciptakan sekolah/madrasah yang
mempunyai kualitas/mutu baik. Di antaranya adalah dengan menerbitkan

25 Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 71.
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Standard Nasional Pendidikan (SNP) yang menjadi acuan minimal
kualitas pendidikan. Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yaitu; 1) Standar
Isi; 2) Standar Proses; 3) Standar Sarana dan Prasarana; 4) Standar
Kompetensi Kelulusan; 5) Standar Kompetensi Pengelolaan; 6)
Standar Kompetensi Pembiayaan; 7) Standar Kompetensi Pendidik dan
Tenaga Pendidik; 8) Standar Kompetensi Penilaian.

Meningkatnya H\Ss pNEI aran yang dilaksanakan diberbagai
jenjang Ngi n bisa meningkgtja:éla'as pendidikan. Usaha
peningkatan kualitas/n [ :

akan

c

dengan baik jika

ara yola pendidikan

uk | Derbaika S S terus-

bai lam konsep

a a'_bx\aitu sistem

Zni, isasisistem ol@Valuasismerr
3 Jme an informasi yang an@faat yang
i uas bdul Hadis dan

*

n idak ada satu

mplementasi

O %
gi
‘Vs\g;f global dapat

i
disi L@bah a@ il dengan strategi-
strategi se @erﬁ: Q\/

1. Madrasah har r]R;@&B mi terhadap empat hal, yaitu:

otonomi dalam kekuasaan dan kewenangan, pengembangan
pengetahuan, keterampilan secara berkeseimbangan, akses informasi
ke segala bagian, dan pemberian penghargaan kepada setiap pihak
yang berprestasi atau berhasil.

2. Adanya peran andil masyarakat secara aktif dalam pembiayaan,
proses pengambilan keputusan terhadap kurikulum dan intruksional
serta non-instruksional.
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e

o

Adanya kepemimpinan sekolah yang kuat sehingga mampu
menggerakkan dan mengendalikam setiap sumber daya sekolah
secara efektif terutama kepala sekolah diharuskan menjadi sumber
inspirasi atas pembangunan dan pengembangan sekolah secara
global.

Adanya proses pengambilan keputusan/kebijakan yang demokratis
dalam kehidupan dewan sekolah yang aktif.

Semua pi%rrfq ri N ;ir? serta dan tanggung jawabnya
seca s&g sungguh. R
anya ar Penﬁﬂ' ﬁ

g terkait sehingga
idik ysekolah secara

et

ws kinerja
pencapaian
ko MBS yang

sin ,@embangunan

erhadap peran

aran evaluasi atas
pelaksana dEj angan, da ak perbaikan-perbaikan.
Sehubungan elﬁp tasi ~ Manajemen  Berbasis

Sekolah/Madrasah (MBS/M) dalam rangka desentralisasi pendidikan

di Indonesia, maka keberhasilan implementasi Manajemen Berbasis
Sekolah/Madrasah (MBS/M) sedikitnya dapat dilihat dari tiga
dimensi yaitu efektivitas, efisiensi, dan produktivitas.

Lebih lanjut Mulyasa mengemukakan, agar impelementasi
Menejemen Berbasis Madrasah (MBM) dapat diterapkan secara
menyeluruh di Indonesia pada umumnya dan di kabupaten/propinsi
pada terutama terkait kondisi sekolah ketika saat krisis sekarang ini
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sangat bervariasi dilihat dari segi kualitas, kuantitas, situasi sekolah

dan partisipasi masyarakat (orangtua). Kondisi inilah tampaknya

yang menjadi permasalahan yang rumit dan harus diprioritaskan

penyelesaiannya pasca krisis. Maka, agar manejemen berbasis

madrasah (MBM) dapat diimplementasikan secara optimal, baik

krisis maupun pada pasca krisis di masa mendatang, perlu adanya
strategi dalam penerapannya.?®

10. Pengelompokan e@hw rangka implementasi Menejemen

i&ﬁdr&ah (MBM) rlz}iil ukan pengelompokan

of : keman uar(kf

?ndi S 3¢ < S drasah. Dalam

u(?(, sedang, dan
D U, sedang, etinggalan.
ﬁ\tw 3 ka mampuan
unt

me ,9] Si agenejemen
a Sa )k sekolah dengan

ejemen  dengan

aspek-aspek

o] i an, n, sarana dan

X a, se \ asyarakat. %
11. Perang plementasi Menej &)@ asis Sekolah (MBS),
Implementasi -Me n@m Sekolah (MBS) memerlukan

seperangkat peraturan dan pedoman-pedoman (guidelines) umum,

yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam monitoring,
perencanaan, dan evaluasi serta laporan pelaksanaan. Perangkat
implementasi ini diperkenalkan sejak awal, melalui pelatihan-
pelatihan yang diselenggarakan sejak pelaksanaan jangka pendek.

Rencana madrasah adalah perangkat pling terpenting dalam
pengelolaan MBS. Rencana sekolah merupakan perencanaan sekolah

26 . M Daryanto, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 80
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untuk jangka waktu tertentu, yang disusun oleh madrasah sendiri
bersama komite madrasah. Adapun yang tertulis dalam rencana
tersebut adalah visi misi sekolah, tujuan sekolah, dan prioritas-
prioritas yang akan dicapai, serta strategi untuk mencapainya .’

4. Hubungan Kepemimpinan Demokratis dan Mutu Madrasah
Kepemimpinan kepala madrasah merupakan suatu bagian penting

yang turut menentukan berh agalnya madrasah dalam mencapai
tujuan. Keber g ig dalam  melaksanakan

ada di : At aan pe ikan demi mencapai

kepemimpin enggerak an se r daya manusia yang
tuju
rgantung pada
sebagai pemimpin
va lembaganya ke
rah tujuan\ /ana tela iteta epala madrasah selaki pe@pin dalam
pangkan diri untuk

da*situasi dan

kesuksesan

bersa : 3 nyai kemampuan
manajemen at~da i angguh agar mampu
meningkatkan i encapai tujuan madrasah
(Mulyasa, 2002: 65).

Berbicara masalah peningkatan mutu pendidikan memang sangat
kompleks dan majemuk karena antara faktor yang satu dengan lainnya saling
memengaruhi. Namun faktor kunci yang paling dominan adalah pimpinan
Mutu sekolah yang diharapkan, tentulah kita menginginkan sesuatu yang
ideal (Edy Suhartoyo, 2005: 10). Ideal artinya memenuhi standar yang sesuai

dengan kebutuhan minimal sekolah yang dikategorikan bermutu.

27 Mulyasa, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 80
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Kepemimpinan sekolah yang ideal adalah kepala sekolah memenuhi
standard  kompetensi kepala madrasah. Seorang kepala sekolah harus
mempunyai kemampuan manjerial sekolah yang baik serta mempunyai
peranan sebagai administrator supervisor, leader, innovator dan motivator
edukator, dan manager.

Dalam pengelolaan sekolah yang efektif dan efesien berorientasi pada

mutu pendidikan memerlukan suatu komitmen yang penuh kesungguhan dan
Bei:?ﬁ Snut gjka panjang (human investment)

an dan teknik- @rt tu. Komitmen ini harus

Ieh ung &Kédikator yang tinggi

erk

keseriusan dalam

dan membut

dipegan u

n oleh semua

nj
Jeme?z'lutu Terpadu

a@n dalam

ubungkan
yang mendukung

tegiw Strategi yang

n analisis ini

asih tertinggal

dan transformasi

e )

unt%a SIS ah, a li

dalam tL@‘IdII 2 gka @

diperlukan seor in yan tal yang senerjik kuat
ré tantangan, mempunyai visi, dan

Kepemimpinan merupakan sumber daya yang paling inti dalam

dan prima, mampu me a

berani mencoba inovasi.
organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi secara maksimal dan terarah.

Kepemimpinan juga harus bisa memberikan arah rangsangan kepada

organisai atau kelompoknya, demi kemajuan organisasi.
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Menurut Edward Sallis, ?®dengan mengutip pendapat Peter dan
Austin: Pemimpin pendidikan membutuhkan perspektif-perspektif sebagai
berikut: @) wvisi dan  simbol-simbol. Kepala sekolah harus
mengkomunikasikan nilai-nilai institusi kepada staf, siswa dan kepada
komunitas yang lebih luas. b) menerapkan management by walking about, c)
dekat dengan pelanggan: “dalam pendidikan”, d) otonomi, eksperimentasi

dan antisipasi terhadap kegagalan, €) menciptakan rasa kekeluarga, dan f)

ketulusan, kesabar t |N| cjan antusiasme yang merupakan
E a

sifat essensialya d hkan pemimpin
utka impin sekolah, harus

i k

lifikasi sebagai
s (Pasal 39),
a asal 38), d)
), empunyai

uny@mampuan
dar*umber daya

tidak sesuai

ala
keb\u:?n
samp @r
pendidik @

bangsa dan m

dikan dasar
tuntutan. Pada

emupuk kesatuan

pula pada pendidikan

Dp tahanan
Iark Mrmtah Nomor 66 Tahun 2010,

tugas manajerial seorang pemimpin juga harus dapat memanage pembiayaan

menengah dan tinggi.

pendidikan dengan merujuk dari PP no. 19 tahun 2005 pasal 62 yang
menyebutkan bahwa standard pembiayaan sebagai berikut: 1) Pembiayaan
pendidikan terdiri dari biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal,
2) Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan
prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap, 3)
Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh

28 Nurkolis, Manajeman Berbasis Sekolah: Teori, Model dan Aplikasi, (Jakarta: Grasindo, 2003), 167.
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peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan
berkelanjutan, 4) Biaya operasi satuan pendidikan meliputi; a) gaji pendidik
dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, b)
bahan dan peralatan pendidikan habis pakai, dan c) Biaya operasional
pendidikan pendidikan taklangsung berapa daya, air, jasa telekomunikasi,

pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, konsumsi, pajak, asuransi,

transportasi, dan lain sebagainya.




